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IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA NOMOR 016 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA SAMARINDA                          

(STUDI DI KELURAHAN BUKIT PINANG KECAMATAN SAMARINDA ULU)

Rudiansyah1
ABSTRAK

Rudiansyah, Implementasi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 016 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Samarinda (Studi Di Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu). Dibawah bimbingan Bapak Dr. Djumadi M, Si dan Bapak Dr. Enos Paselle, M.AP

Tujuan dari penelitian untuk mengetahui dan mendiskripsikan tentang Implementasi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 016 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Samarinda serta Untuk mengetahui Faktor apa saja yang menjdi Pendukung dan Penghambat Implementasi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 016 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Samarinda.

Teknik pengumpulan data menggunakan tiga cara yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan yaitu teknik Purposive Sampling. Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis nenelitian deskriftif kualitatif dengan Fokus Pengurangan Sampah dengan indikator Pembatasan Timbunan Sampah, Pemanfaatan Kembali dan Pendauran Ulang Sampah, Penanganan Sampah dengan Indikator Pengelompokan Sampah Basah dan Sampah Kering, Pengangkutan dalam Bentuk Membawa Sampah dari Sumber dan atau dari Tempat Pengolahan Terpadu Menuju ke Tempat Pemprosesan Akhir, Pengolahan dalam Bentuk Mengubah Karakteristik, Komposisi, dan Jumlah Sampah pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda. Adapun Key Informen adalah Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda dan Lurah Bukit Pinang dan Informan Kepala Seksi Penyuluhan, Serta Staf Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) dan Masyarakat/warga Kelurahan Bukit Pinang    

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa  Implementasi Peraturan Walikota Samarinda dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Kota Samarinda masih mengunakan konsep paradigm lama (tradisional), pengelolaan sampah berupa Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan alat pengangkut masih belum menunjang dari segi kapasitas atau muatan TPS, serta Partisipasi masyarakat dalam membuang sampah pada waktu yang telah di tentukan yaitu pukul 18.00 s/d 06.00 Wita

Kata kunci : Pengelolaan Sampah

PENDAHULUAN

Negara Indonesia berupaya melaksanakan pembangunan nasional yang berkesinambungan dan meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk melaksanakan  tugas mewujudkan tujuan nasional yang termuat dalam Undang–undang Dasar 1945, alenia keempat yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia seluruh tumpah darah Indonesia, mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Berdasarkan Undang–undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menetapkan otonomi daerah secara utuh pada daerah kabupaten dan kota. Sebagai konsekuensinya daerah otonom mempunyai kewenangan dan kekuasaan serta keleluasaan untuk melaksanakan kebijakan menurut aspirasi masyarakat selama tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang–undang Dasar 1945.
Dalam pembangunan pembinaan pemukiman daerah perkotaan, perlu diusahakan perbaikan dan peningkatan pelayanan umum kota, seperti fasilitas kesehatan, penyediaan sarana komunikasi, air bersih, penanganan dan pengendalian pencemaran lingkungan dan kebersihan. Melalui usaha-usaha tersebut, daerah dan masyarakatnya akan menjadi lebih baik. Dampak yang ditimbulkan dari bahaya sampah yang tidak ditanggulangi di areal penduduk akan mengalami gangguan yaitu terjadinya pencemaran udara seperti bau busuk, menyumbat parit sehingga timbul banjir, pencemaran air tanah, mengganggu keindahan lingkungan, menjadi sarang lalat, tikus, kecoa, dan jasad renik yang dapat menjadi perantara atau sumber penyakit yang akan mengakibatkan gangguan penyakit seperti infeksi saluran pernapasan (ISPA), typus, diare, disentri, penyakit perut, cacingan, penyakit kulit dan demam berdarah, malaria, kaki gajah yang disebabkan oleh nyamuk. Dalam hal ini dampak bahaya dari gangguan sampah yang bisa berakibat terhadap terserangnya penyakit maka dapat mengancam kesejahteraan hidup manusia. Kondisi kehidupan yang  nyaman, terganggu kesejahteraan manusianya baik sehat jasmani ataupun rohani, dikarenakan terjadinya serangan penyakit yang ditimbulkan oleh gangguan sampah. 
Masalah sampah sebagai salah satu bagian dari permasalahan yang terkait dengan bidang lingkungan hidup. menjadi salah satu agenda permasalahan pemerintah setempat dan hal tersebut harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Dari hasil pengamatan sementara masalah–masalah yang ditemukan di tempat penelitan adalah masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap penyelenggraan pengelolaan sampah, dalam hal membuang sampah tidak pada tempatnya dan tidak pada waktu yang yang telah ditentukan yaitu dari jam 18.00 sampai dengan jam 06.00 wita, serta masih kurangnya pengawasan pemerintah yang terkait dan masih kurangnya fasilitas, sarana dan prasarana yang diberikan pemerintah dalam penyelenggraan pengelolaan sampah seperti masih kurangnya Tempat Penampungan Sementara(TPS)  sampah yang ada di Kelurahan Bukit Pinang. 
Perumusan Masalah

a. Bagaimana implemantasi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 016 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu  ?

b. Faktor apa yang menjadi penghambat dan pendukung dalam implemantasi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 016 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu?

Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahui implemantasi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 016 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu. 

b. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam implemantasi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 016 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu.

Kegunaan Penelitiaan

a. Sebagai bahan untuk menambah dan mengembangkan pengamatan penulis serta sebagai latihan dalam menuangkan pemikiran dari peneliti sesuai dengan ketentuan penulis karya ilmiah.

b. Diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu atau pemahaman tentang sampah dan kebersihan lingkungan kepada pemerintah dan juga masyarakat Kota Samarinda.

c. Dan juga sebagai bahan informasi bagi pihak yang berkepentingan yang ingin menggunakan hasil penelitian ini sebagai bahan perbandingan.

KERANGKA DASAR TEORI

Kebijakan Publik

Istilah kebijakan publik sebenarnya telah sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari dan dalam kegiatan-kegiatan. Kebijakan publik adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan.

Menurut Soenarko (2005:43) “Kebijakan publik adalah merupakan suatu keputusan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah yang berwenang, untuk kepentingan rakyat, dimana kepentingan rakyat ini merupakan keseluruhan yang utuh dari perpaduan kristalisasi pendapat-pendapat, keinginan-keinginan dan tuntutan-tuntutan dari rakyat. 

Implementasi kebijakan Publik 

Meter dan Horn ( dalam Nawawi, 2009:131), mendefinisikan “Implementasi kebijakan, merupakan tindakan yang dilakukan baik oleh individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan untuk tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Sampah

 Menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah adalah sesuatu bahan atau benda padat yang sudah tidak dipakai lagi oleh manusia, atau benda padat yang sudah digunakan lagi dalam suatu kegiatan manusia dan dibuang (Notoatmodjo, 2007:187). 

Pengelolaan


Pengelolaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, (2007:534), adalah proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain. Sehingga apabila kita cermati dari penjelasan tersebut maka pengelolaan dapat didefinisikan sebagai proses, cara, perbuatan mengendalikan, mengatur, menyelenggarakan, mengurus dan menjalankan sesuatu.

Pengelolaan Sampah


Notoatmodjo (2007:191), mengemukakan bahwa pengelolaan sampah adalah meliputi pengumpulan, pengangkutan, sampai dengan pemusnahan atau pengelolaan sampah sedemikian rupa sehingga sampah tidak menjadi gangguan kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup.

Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah

Dalam Peraturan Walikota Nomor 016 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah meliputi pengurangan sampah dan penanganan sampah. Pengurangan Sampah adalah upaya yang meliputi kegiatan membatasi, mengguna ulang dan mendaur ulang sampah sedangkan   Penanganan sampah adalah kegiatan yang meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemerosesan akhir. 

Definisi Konsepsional


Definisi Konsepsional merupakan tahapan dalam memberikan batasan dalam suatu istilah atau konsep yang diperlukan dalam penelitian ini. Pembatasan pengertian tersebut akan mempermudah penulis dalam pemahaman dan juga untuk membatasi ruang lingkup penulis.


Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dipilih pemerintah untuk diterapkan atau dilaksanakan di masyarakat tentang apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan demi kepentingan masyarakat.

Implementasi kebijakan adalah keseluruhan rangkaian proses yang melibatkan seluruh unsur terkait dalam pelaksanaan suatu keputusan kebijakan sesuai dengan amanat, aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan yang tertuang di dalamnya.

Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.


Implementasi kebijakan adalah pelaksanaan suatu keputusan kebijakan yang dibuat pemerintah sesuai dengan amanat, aturan, atau ketentuan yang tertuang di dalamnya  


Maka Definisi konsep dalam penelitian adalah : Pengelolaan Sampah berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 016 Tahun 2012 adalah kegiatan pengurangan maupun penanganan sampah yang meliputi kegiatan membatasi, mengguna ulang dan mendaur ulang serta kegiatan pemilihan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan sampah sampai pemprosesan akhir sampah. 

METODE PENELITIAN
Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka.(Moleong 2007:6)
Fokus Penelitian


Adapun fokus dari penelitian ini adalah :

1) 
Pengurangan Sampah

a. Pembatasan timbunan sampah.

b. Pemanfaatan kembali sampah dan/ atau 

c. pendauran ulang sampah.

2) Penanganan Sampah

a. Pengelompokan sampah basah dan sampah kering.

b. Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ketempat pemprosesan akhir.  

c. Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik,komposisi dan jumlah sampah.

a. Faktor penghambat dan pendukung implemantasi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 016 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Kota Samarinda di Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu.

Sumber Data 

Dalam penelitian ini untuk memperoleh informasi atau data-data yang dianggap perlu dan mendukung, maka akan dibutuhkan informasi yang ditentukan menggunakan teknik Purposive Sampling, seperti yang dikemukakan oleh Sugiyono (2009:96) berpendapat bahwa Purposive Sampling adalah adalah menentukan subjek/objek sesuai tujuan, teknik sampling ini digunakan dengan pertimbangan pribadi yang sesuai dengan topik penelitian, peneliti memilih subjek/objek sebagai unit analisis yang berdasarkan kebutuhannya dan menganggap bahwa unit analisis tersebut representatif. Adapun yang menjadi key-informan adalah Kepala Dinas kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda dan Lurah Bukit Pinang sedangkan yang menjadi informan yaitu staf DKP Samarinda dan staf Kelurahan Bukit pinang, dan yang menjadi informan lainya adalah masyarakat di Kelurahan Bukit Pinang.

Teknik Pengumpulan Data

Menurut Pasolong (2012:130) Pengumpulan data merupakan proses pengadaan data primer, untuk kebutuhan suatu penelitian Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu :

1. Penelitian Kepustakaan Library Research yaitu memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana dalam mengumpulkan data, dengan mempelajari buku – buku sebagai bahan referensi.

2. Penelitian Lapangan Field Work Research yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dilapangan dengan menggunakan beberapa teknik sebagai berikut:

a. Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap berbagai kegiatan yang ada.
b. Wawancara adalah proses pengumpulan data atau informasi melalui tatap muka antara pihak penanya (interviewer) dengan pihak yang ditanya atau penjawab (interviewee).

c. Dokumentasi adalah pengumpulan data yang dilakukan untuk mendapatkan data sekunder dari dokumen-dokumen atau arsip-arsip, yang relavan dengan penelitian ini.

Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono 2013:91-100), menggunakan analisis data model interaktif yang terdiri atas empat komponen, yaitu terdiri dari empat komponen yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.
HASIL PENELITIAN

Gambaran Umum Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda

Pada awalnya Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda sebelum tahun 1978 masih bergabung dengan Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Tingkat II Samarinda sebagai Seksi Kebersihan. Pada tahun 1979 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kotamadya Tingkat II Samarinda dibentuk berdasarkan Perda Nomor 17 Tahun 1979 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kotamadya tingkat II Samarinda. Selanjutnya Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) menjadi Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman (DKPP) dibentuk berdasarkan Perda Nomor 13 Tahun 1991 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas  Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Kotamadya Tingkat II Samarinda. Perda Nomor 03 Tahun 2001 tanggal 23 pebruari 2001 tentang Pembentukan Susunan dan Tata Kerja Kantor Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Kota Samarinda merubah Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman (DKPP) menjadi Kantor Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman (KKPP). Kemudian Perda Nomor 40 Tahun 2004 tanggal 09 Agustus tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda menjadikan status Kantor Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman (KKPP) menjadi Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP), dimana seksi Pemakaman dipindahkan ke Kantor Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda dan sebagaimana tertuang dalam Perda Nomor 11 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas  Daerah  Kota  Samarinda. 
Gambaran Umum Kelurahan Bukit Pinang 
Kelurahan bukit pinang merupakan sebuah Kelurahan yang ada di Kecamatan Samarinda Ulu dimana batas – batas wilayah Kelurahan bukit Pinang adalah sebagai berikut
Sebelah Utara 

: berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara

Sebelah Selatan  
: berbatasan dengan Kelurahan Air putih 

Sebelah Barat    
: berbatasan dengan Kecamatan Sungai Kunjang

Sebelah Timur 
: berbatasan dengan Kecamatan Samarinda Utara

Pengurangan Sampah

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda melakukan penyelenggaran pengurangan sampah dengan memberikan dorongan kepada masyarakat dan produsen untuk mengurangi penggunaan barang berlebihan yang dapat meningkatkan jumlah sampah.

Pembatasan Timbunan Sampah


Bidang Teknik Kebersiahan tentang pembatasan sampah yang belum teratasi maka diperlukannya dorongan dan kesadaran masyarakat agar membuang sampah tidak di sembarangan tempat dan sesuai dengan waktu yang telah di tentukan.

Pemanfaatan Kembali Sampah

pemanfaatan kembali sampah di kelurahan Bukit Pinang Samarinda sudah ada namun masih belum maksimal dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah, hal tersebut karena masih terbatasnya dana yang ada di mana dana tersebut di pakai sebagai modal untuk usaha rumah tangga, modal yang di perlukan lumayan besar. Serta masih terbatasnya tenaga kerja yang ada dalam pembuatan kerajianan atau kerterampilan yang di hasilkan dan masih kurangnya promosi- promosi yang dilakukan, seta keterbatasan tempat atau lahan dalam pengembangan usaha rumah tangga. Sehingga pemanfaatan kembali masih belum maksimal.
Pendauran Ulang  Sampah


pendauran ulang sampah di kelurahan Bukit Pinang Samarinda sudah ada namun masih belum maksimal dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah,  pendauran ulang sampah atau barang bekas menjadi barang-barang yang berguna dan bernilai ekonomis yang dapat menguntungkan bagi masyarakat.

Penanganan Sampah


Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda melakukan penyelenggaran penanganan sampah dari berbagai permasalahan yang di timbulkan dari sampah tersebut,  maka Dinas DKP melaksanakan penanganan sampah dengan menggunakan prinsip reuse. Namun prinsip reuse ini tidak terlepas dari prinsip yang lainnya karena saling berhubungan.
Pengelompokan Sampah Basah dan Kering

penanganan sampah basah dan sampah kering  di Kelurahan Bukit Pinang Samarinda dengan menerapkan prinsip 3 R yaitu : reduse (mengurangi), re-use (memakai), dan recycle (daur ulang).
Pengangkutan Dalam Bentuk Membawa Sampah Dari Sumber Dan atau Dari Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Menuju Ketempat Pemprosesan Akhir.

Pengangkutan Dalam Bentuk Membawa Sampah Dari Sumber Dan atau Dari Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Menuju Ketempat Pemprosesan Akhir di kelurahan Bukit Pinang Samarinda dilaksanakan/dilakukan oleh petugas organisasi formal atau dilakukan oleh petugas dari lingkungan masyarakat setempat baik dari pihak swasta yang ditunjuk oleh pemerintah.

Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah.


pengolahan dalam mengubah bentuk karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah di Kelurahan Bukit Pinang masih belum terlaksana dengan apa yang diharapkan hal tersebut diakbatkan terbatasnya lahan untuk pengolahan sampah tersebut.

Faktor-Faktor Penghambat Peraturan Walikota Samarinda Nomor 016 Tahun 2012
kesadaran masyarakat perlu di tingkatkan dalam pelaksanaan Peraturan Walikota Samarinda nomor 016 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah. Masyarakat pelu mengetahui waktu pembuangan sampah yang sudah di atur oleh pemerintah
PEMBAHASAN 

Pengurangan Sampah 

Pengurangan Sampah diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 016 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah yang memuat tentang pembatasan sampah, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali sampah.

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda melakukan penyelenggaraan pengurangan sampah dengan memberikan dorongan kepada seluruh masyarakat dengan menggunkan barang atau bungkusan yang dapat dipakai beberapa kali untuk didunakan kembali dengan fungsi lainya.

Pembatasan Timbunan Sampah                                         

Diperlukan adanya pembatasan timbunan sampah dalam melaksanakan pengurangan sanpah yang ada di kota Samarinda yang harus dilaksanakan oleh pemerintah. Pemerintah melalui Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KNLH) yang menjalankan regulasi menerapkan Undang-undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah yang salah satu isi undang-undang tersebut adalah memaksa para pebisnis untuk membatasi penggunaan kantong plastik.Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai pembatasan timbunan sampah diketahui bahawa di kota Samarinda ini sudah ada penetapan target pengurangan sampah. Namun dalam upaya pembatasan timnunan perlu adanya dukungan dari beberapa pihak misalnya dari pemerintah dalam hal ini perlu menyediakan tempat pembuangan sementara sampah, pihak dunia usaha yakni menyediakan barang atau produk yang bisa di pakai beberapa kali dengan fungsi yang lainnya, sedangkan dari masyarakat sendiri perlu adanya upaya agar tidak membuang sampah sembarangan dan harus sesuai dengan waktu yang telah di tentukan.
Pemanfaatan kembali sampah

Dalam pemanfaatan kembali sampah di Kota Samarinda, seiring meningkatnya jumlah penduduk secara signifikan serta adanya perubahan pola konsumsi masyarakat secara tidak langsung menambah voleme, jenis, dan karakteristik sampah. Didalam peraturan walikota samarinda nomor 016 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah pemanfaatan kembali sampah adalah pelaku usaha/pemilik toko, sepermarket, mal wajib menggunakan kantong kemasan yang mudah diurai oleh proses alam. Pemanfaatan kembali sampah adalah menggunakan kembali secara konvensional sutau barang lebih dari sekali dengan fungsi yang sama ataupun dengan fungsi yang berbeda.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai pemanfaatan kembali sampah pemanfaatan kembali sampah di kota samarinda sudah terlaksana dengan baik dengan adanya bank  ramah lingkungan (ramli) namun masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui dengan keberadaan dan kegunaan dari bank ramli tersebut. 

Pendauran Ulang Sampah 

Sampah adalah barang-barang yang  tidak dapat digunakan lagi. Umumnya sampah dibagi menjadi dua oragnik dan anorganik. Daur ulang adalah proses untuk menjadikan suatu bahan bekas menjadi bahan baru dengan tujuan mencegah adanya sampah yang sebenarnya dapat menjadi sesuatu yang berguna. Daur ulang disebut juga sebagai merubah sesuatu yang tidak terapakai lagi menjadi barang baru dan dapat dimanfaatkan kembali walaupun dalam bentuk lain dari bentuk aslinya. Seperti yang dikemukakan oleh Afifudin(2003:78),pendauran ulang sampah adalah sebagai suatu hasil aktivitas yang sudah tidak dipakai lagi atau dianggap tidak memiliki nilai ekonomis menjadi suatu yang punya nilai ekonomi lagi. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai pendauran ulang sampah pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda pedauran ulang sampah tersebut sudah ada dalam bentuk bentuk kompos bio, kerajinan- kerajinan berupa tas dan lain-lain.

Penanganan Sampah 

Pengurangan Sampah diatur dalam Peraturan walikota Samarinda Nomor 016 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah adalah kegiatan yang meliputi kegiatan pemilihan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemprosesan akhir. Dengan bertambahnya jumlah penduduk maka pula kebutuhan akan sandang, pangan dan papan yang secara langsung maupun tidak langsung akan meningkatkan jumlah sampah. Oleh karena itu diperluakan penanganan secara tepat  agar sampah tersebut tidak menimbulkan masalah baik bagi manusia mau pun lingkungan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan diketahui bahwa penanganan sampah yang di selenggarakan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda sudah di Kota Samarinda dengan baik akan tetapi pemilihan sampah yang dilakukan oleh masyarakat saat membuang sampah ke tempat penampungan sementara sampah masih belum dilakukan, dalam hal pengangkutan yang dilakukan oleh petugas dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda sudah terlaksana dengan baik namun masih ada masyrakat yang membuang sampah di luar dari waktu yang telah dittentukan tersebut.

Pengelompokan Sampah basah dan Sampah Kering

Sampah basah/sampah organik yaitu terdiri dari bahan- bahan yang dapat terurai seacara alamiah, seperti sisa makanan, potongan sayur-sayuran dan lain-lainnya. Seperti yang di kemukakan oleh (Basriyanta,2007,18):  sampah berdasarkan asalnya ada padat dapat digolongkan dua yaitu sebagai berikut: sampah organik dan sampah anorganik.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis mengenai pengelompokan sampah basah dan sampah kering yang diterapkan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda yakni penenganan sampah basah dan sampah kering dapat dilakukan dengan menerapkan beberapa prinsip diantaranya dengan 4 R. Reflace( mengganti),yakni mengganti barang barang-barang yang ramah lingkungan, Reduce( mengurangi), Reuse( memakai) yakni memekai atau menggunakan sisa sampah yang masih bisa dipakai, dan Raycycle( mendaur ulang). Namun Dalam pegelompokan sampah basah dan sampah kering perlu adanya pembuatan tempat-tempat atau bak-bak sampah yang menyediakan pemisahan sampah basah dan sampah kering dalam satu tempat bak/tempat sampah.

Pengangkutan Dalam Bentuk Membawa Sampah Dari Sumber dan atau Dari Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Menuju Ketempat Pemprosesan Akhir.


Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemprosesan akhir merupakan pemindahan hasil pengumpulan sampah kedalam peralatan pengangkut sampah ( truk). Mekanisme, sistem atau cara pengangkutannya untuk daerah perkotaan adalah tanggung jawab pemerintah daerah setempat, yang didukung oleh partisipan masyarakat produksi sampah, khususnya dalam hal pendanaan. Sedangkan untuk daerah pedesaan pada umumnya sampah dapat dikelola oleh masing-masing keluarga tanpa memerlukan TPS maupun TPA. Sampah rumah tangga daerah pedesaan umumnya dibakar atau dijadikan pupuk (Notoatmodjo, 2003).


Beradasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemprosesan akhir  yang dilaksanakan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda yaitu sudah ada terlaksana, pengangkutan sampah/ pengambilan sampah dari wadahnya ditiap sumber dilakukan oleh petugas organisasi formal baik unit pelaksana danri Dinas Kebersihan dan Pertaamanan Kota Samarinda. Namun pengangkutan tersebut masih belum maksimal karena masih kurangnya aramda pengangkut sampah yang ada saat ini. Serta masyarakat membuang sampah tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan pemerintah, sehingga terjadi penumpukan di tempat pembuangan sementara. 

Pengolahan Dalam Bentuk mengubah Karakteristik, Komposisi, dan Jumlah Sampah
Pengolahan sampah merupakan bagian dari penanganan sampah dan sebagai proses perubahan bentuk sampah dengan mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah. Pengolahan sampah secara umum merupakan proses perubahan sampah baik secara fisik, kimia dan biologi. Dalam peraturan Walikota Samarinda Nomor 016 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah, pengolahan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi penguragan dan penanganan sampah. Pengolahan sampah adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah agar dapat diproses lebih lanjut, atau dimanfaatkan kembali kemedia lingkungan secara aman.  


Beradasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah yang dilaksanakan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda selama ini pengolahan sampah yang dilakukan sudah ada namun belum maksimal dengan apa yang diharapakan masyarakat karena  keterbatasan alat-alat penunjang pengelolaan sampah dan keterbatasan lahan yang ada.

Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 016 Tahun 2012

Kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan peraturan walikota Samarinda nomor 016 tahun 2012, terkait dengan membuang sampah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan/diatur oleh pemerintah yakni mulai dari jam 18:00 sampai dengan jam 06:00 wita.

Berdasarkan hasil yang penulis lakukan dketahui bahwa kesadaran masyarakat menjadi salah satu faktor yang menghambat kegiatan pelaksanaan implementasi peraturan walikota Samarinda tentang pengelolaan sampah, kesadaran masyarakat agar membuang sampah pada tempat yang sudah disediakan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda, karena masyarakat hanya membuang  sembarangan dan tidak dimasukan kedalam tempat pembunagan sementara sampah. Dan membuang sampah tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentuakan oleh pemerintah

PENUTUP
Kesimpulan 

Dalam pengelolaan sampah yang meliputi Pengurangan Sampah dan penanganan sampah. Dalam pelaksanaan pengurangan sampah yang meliputi antara lain pembatasan timbunan sampah, pemanfaatan kembali sampah dan pendauran ulang sampah. Dalam pelaksanaanya sudah terlaksana dengan baik, yang dilakukan oleh Dinas Kebersiahan dan Pertamanan Kota Samarinda dan Kelurahan Bukit Pinang, akan tetapi pelaksanaan tersebut masih kurnagnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah,  serta terbatasnya pemasaran, dana dan tenaga kerja.


Dalam pelaksanaan penanganan sampah yang melipitu antara lain pengelompokan sampah basah dan sampah kering, pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ketempat pemprosesan akhir sudah terlaksan dengan baik namun pelaksaaan tersebut harus perlu adanya dukungan dari berbagai pihak baik pemerintah maupun swasta, serta masih terbatasnya ketersediaan tempat-tempat penampungan sementara yang menyediakan pemisahan sampah basah dan sampah kering, seta masih terbatasnya armada pengangkut sampah yang layak beroperasi dalam pengangkutan sampah. 

b. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Implemetasi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 016 Tahun 2012 

Faktor pendukung Implementasi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 016 Tahun 2012 antara lain kebijakan Peraturan Walikota Samarinda, beserta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah  sedangkan faktor penghambat peraturan Walikota Samarinda antara lain masih minimnya jumlah sarana dan prasana  yang memadai untuk pengelolaan sampah, dana serta kesaddaran masyarakat. 

Faktor Pendukung Implementasi Peraturan walikota Samarinda Nomor 016 Tahun 2012. Partisipasi Masyarakat pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda sudah tertaksana, akan tetapi masih ada beberapa masyarakat yang melakukan pelanggaran pada peraturan walikota samarinda yakni membuang sampah tidak pada waktu yang telah ditentukan.

 sarana dan prasarana yang diberikan oleh pemerintah sudah ada, pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda, akan tetepi ketersediaan  sarana dan prasarana yang diberikan masih kurang jumlahnya dan banyak yang tidak layak dalam beropersi dalam proses pengangkutan sampah

 
Faktor Penghambat Implementasi Peraturan walikota Samarinda Nomor 016 Tahun 2012.  Masih minimnya sarana dan prasarana yang dalam kondisi memadaiuntuk pengelolaan sampah, beserta  masih terbatasnya Dana yang diperoleh akan tetapi pelaksanaan implementasi peraturan walikota Samarinda disesuaikan dengan dana yang diterima.

 Kesadaran masyarakat mempengaruhi untuk pelaksanaan implementasi peraturan walikota Samarinda, hal ini yang menjadi faktor penghambat didalam upaya pencapaian tujuan pelaksanaan pertauran  walikota tersebut

Saran 

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan dalam penulisan skripsi ini ialah sebagai berikut :

a. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda menambah truk/ armada pengakut sampah dalam proses pelaksanaan pengelolaan smapah

b.  Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda parlu menambah tempat-tempat penampungan sementara sampah dan menyediakan tempat pembuangan yang tersedia pemisahan sampah basah dan sampah kering

c. Pemerintah Kota Samarinda menambah dana dalam Pengelolaan sampah

d. Masyarakat  Kota Samarinda agar membuang sampah pada waktu yang telah di tentukan oleh pemerintah  

e. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda perlu menambah tenaga kerja dalam proses pengangkutan sampah di kota Samarinda
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